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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Kupang dapat disimpulkan : 

1. Pengelolaan pemanfaatan belanja daerah Kota Kupang tahun 2020 saat terjadi 

covid-19 sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 

2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga sesuai dengan Peraturan 

Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan 

penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah. 

2. Anggaran belanja daerah memiliki manfaat pada masa pandemi covid-19 di 

Kota Kupang tahun 2020. Manfaat dari anggaran belanja daerah yaitu untuk 

menunjang pengeluaran akibat dampak covid-19, seperti sewa insentif nakes, 

membayar peti jenazah, membayar pengobatan. Pemerintah daerah kota Kupang 

melakukan Pemanfaatan anggaran belanja daerah cukup baik khususnya pada 

anggaran belanja tak terduga dan pemanfaatan ini berguna untuk menangani 

pengeluaran / belanja covid-19 seperti insentif nakes, pengobatan, fasilitas, peti 

jenazah, biaya pemakaman, biaya satgas covid dan biaya lainnya yang berkaitan 

dengan covid-19. 

6.2 Saran 

Berdasarkan data penelitian dan data hasil pembahasan, peneliti dapat 

menyarankan hal-hal berikut : 

1. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah, disaat 

terjadinya musibah virus covid-19 ini diharapkan agar bisa mengelola keuangan 
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dengan sebaik mungkin khususnya anggaran belanja agar berguna dan mampu 

meminimalisir biaya penanganan covid-19. 

2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik memanfaatkan anggaran belanja 

khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Kupang yang anggaran makan dan minum 

cukup besar dari anggaran yang lainnya dan diharapkan agar lebih teliti dalam 

merefocusing anggaran belanja demi  merasionalisasi anggaran belanja daerah dan 

demi meningkatkan mutu dari pelayanan public. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini, 

sehingga dapat diketahui lebih dalam pemanfaatan anggaran belanja daerah saat 

covid-19 dan mengetahui lagi dampak covid 19 terhadap anggaran belanja daerah 

Kota Kupang. 
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